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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 
NOMOR  72  TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 64 TAHUN 2023 

TENTANG PENJABARAN PERRUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

BUPATI  SAMPANG, 
 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 
045.2/42880/201.1/2023 Perihal : Penyampaian Pagu 

Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus 

Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota pada 
Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 

2023, perlu dilakukan penambahan pendapatan dan 

belanja daerah yang dituangkan dalam Perubahan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  b. bahwa memperhatikan capaian realisasi program/kegiatan 

SKPD dan penyediaan kebutuhan belanja yang sangat 
diperlukan serta belum tersedia dan/atau tidak cukup 

tersedia anggarannya, perlu dilakukan pergeseran 

anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja 
yang sama pada SKPD yang berkenaan;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b setelah ditetapkannya Peraturan 
Daerah Kabupaten Sampang tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Sampang tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Sampang Nomor 64 Tahun 2023 Tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023.  
 

 

Mengingat : .... 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6868); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan  
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
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Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan  

Lembaran Negara Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri   Nomor 80 Tahun 

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 1447); 
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020      Nomor 

1781);  
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 

tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

1218); 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 

Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 

Nomor 11); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3). 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 
64 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2023 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 

64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 64), diubah 

sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar                  
Rp. 2.100.177.827.362,00 (dua miliar seratus juta seratus 

tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh 

ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) bertambah 

sebesar Rp. 238.400.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan 
juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi               

Rp. 2.100.416.227.362,00 (dua miliar seratus juta empat 

ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga 
ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai 

berikut:  

1.1. Pendapatan daerah 
a. Semula  Rp. 1.992.983.910.327,00 

b. Bertambah  Rp.           238.400.000,00 

Jumlah pendapatan  Rp. 1.993.222.310.327,00 
daerah setelah perubahan 

1.2. Belanja daerah 

a. Semula  Rp. 2.100.177.827.362,00 
b. Bertambah  Rp.           238.400.000,00 

Jumlah pendapatan  Rp. 2.100.416.227.362,00 

daerah setelah perubahan   

Defisit  Rp.   (107.193.917.035,00) 
1.3. Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula  Rp.    173.840.106.385,00 
2) Bertambah/berkurang  Rp.                            0,00 

3) Jumlah penerimaan   Rp    173.840.106.385,00 

pembiayaan setelah perubahan 
 



- 5 - 

 

Sekda Ass. PKR 
Ka.Bag 

Hukum 

Ka. 

BPPKAD 

    

 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula  Rp.     66.646.189.350,00 
2) Bertambah/berkurang  Rp.                            0,00 

Bertambah/berkurang  Rp.     66.646.189.350,00 

Jumlah pengeluaran   

pembiayaan Setelah perubahan 
c. Pembiayaan netto  Rp.   107.193.917.035,00                         

d. Sisa Lebih Perhitungan  Rp.                            0,00 

Anggaran (SiLPA)  
 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan  Bupati  ini 

terdiri dari: 

 
a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 

Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; dan 

b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan. 

 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai  

berikut: 
 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD dituangkan 
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan.  
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Sampang. 

 

  

Ditetapkan di Sampang 
pada tanggal 23 November 2023 

 

BUPATI  SAMPANG 
 

 

 
SLAMET JUNAIDI                                                                             
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Diundangkan di Sampang 

Pada tanggal 23 November 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 
 

 

 

 

YULIADI SETIYAWAN 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR: 72 

 


